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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan
Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

Ketenaganukliran;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
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Menetapkan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 323);

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN.

Pasal 1

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir menetapkan:

a.

standar kegiatan usaha untuk pemenuhan izin dan
sertifikat standar pada Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko sektor Ketenaganukliran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

standar  produk, proses, dan/atau jasa pada
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sektor Ketenaganukliran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
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Pasal 3
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua
Peraturan Badan yang mengatur standar kegiatan usaha
dan/atau standar produk dalam penyelenggaraan Perizinan
Berusaha sektor Ketenaganukliran dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan
sejak  proses perizinan Dberusaha dilakukan secara
keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN
STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

STANDAR KEGIATAN USAHA UNTUK PEMENUHAN IZIN DAN SERTIFIKAT
STANDAR PADA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR

KETENAGANUKLIRAN

STANDAR KEGIATAN USAHA DALAM PEMENUHAN IZIN KONSTRUKSI

INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP

NO

INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP

KBLI 32906

Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
izin konstruksi industri produksi radioisotop untuk
memastikan bahwa desain dan rencana pelaksanaan
konstruksi bangunan industri produksi radioisotop
termasuk  komisioning memenuhi persyaratan

keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif.

[stilah dan

Definisi

1

Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya
disebut BAPETEN adalah instansi vang bertugas
melaksanakan pengawasan melalui peraturan,
perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir.

Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya
disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang
dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota
masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya

radiasi.

www.peraturan.go.id



